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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah
menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Tahun 2024. SIPD adalah
pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung wuntuk dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyeragaman penggunaan SIPD ditinjau dari teori
institusional, khususnya isomorfosis koersif. Meskipun SIPD memiliki banyak kelemahan,
pemda tetap menggunakannya sebagai aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
khususnya di wilayah provinsi Sumatea Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan
bahwa penyeragaman pengunaan SIPD merupakan isomorfisme koersif berupa kepatuhan
terhadap regulasi pemerintah, tekanan dari pemegang kekuasaan, dan kebutuhan untuk

mengakses sumber daya.

Kata Kunci: sistem informasi, SIPD, teori institusional, isomorfosis, koersif.

This research aims to explore the factors that influence regional governments using the local
government information system (LGIS)/(SIPD) for Year 2024. SIPD is the management of local
development information, Icoal financial information, and other local government information
that is interconnected to be used in implementing local development . The uniformity of SIPD
use is viewed from institutional theory, especially coercive isomorphosis. Even though SIPD
has many weaknesses, local governments still use it as an application for local government
financial management, especially in the North Sumatra province. The conclusion of this
research shows that uniformity in the use of SIPD is a coercive isomorphism in the form of
compliance with government regulations, pressure from power holders, and the need to access

resources.

Keywords: information systems, SIPD, institutional theory, isomorphosis, coercive.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Akuntabilitas tata kelola di sektor publik menjadi keharusan agar pemerintah
dapat mencapai tujuan organisasi (Almquist dkk., 2013). Dalam pengelolaan
keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, asas akuntabilitas dibutuhkan
untuk mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih (good governance)
(Republik Indonesia, 2003). Akuntabilitas juga merupakan asas umum
penyelenggaraan negara yang penting untuk segera dipenuhi agar dapat
menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme (Republik Indonesia, 1999). Akuntabilitas diwujudkan dengan
informasi pemerintahan daerah yang mudah untuk diakses dengan data yang
handal, untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan (Republik
Indonesia, 2019). Hal tersebut penting untuk menyelenggarakan pengelolaan
keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
terbuka/transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan serta peraturan
perundang-undangan (Republik Indonesia, 2019a).
Dalam mewujudkan informasi pemerintah yang aksesibilitas (accessibility) tinggi
dan handal (reliable), maka penting bagi pemda untuk menyelenggarakan sistem
informasi. Sistem Informasi merupakan sebuah rangkaian prosedur kerja yang
sistematis dan resmi serta organisasional yang didesain untuk menghimpun,
memproses, menyimpan, dan menyalurkan informasi (Piccoli dan Pigni, 2019).
Merespon hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun
regulasi terkait informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Republik Indonesia, 2019b). SIPD
didesain untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada
masyarakat perlu. Hal tersebut juga dilakukan untuk memenuhi kewajiban Pasal
391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan SIPD.
SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan

daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
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dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun, sejatinya
pemda-pemda keberadaan regulasi-regulasi yang disebutkan di atas, diberikan
kebebasan untuk menggunakan aplikasi lain yang dapat membantu pengelolaan
keuangan daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibangun
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau aplikasi lain
yang dibangun secara mandiri oleh masing-masing pemda.

Berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 367 Pemda
yang telah menggunakan seluruh modul SIPD RI dan masih tersisa 179 Pemda
yang belum menggunakan modul penatausahaan dan akuntasi pelaporan pada
aplikasi SIPD RI (Lampiran 1). Selain itu, pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumatera Utara meraih peringkat pertama dalam pembinaan
pengelolaan informasi pembangunan daerah pada SIPD (sumutprov.go.id, 2024).
Tetapi, di sisi lain terdapat banyak keluhan atas penggunaan SIPD
(bengkulu.tribunnews.com, 2024). Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan
adanya ketidakseragaman operasional pengelolaan keuangan daerah, meskipun
dalam regulasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang
Pemerintahan Daerah, SIPD telah ditetapkan bahwa penggunaan SIPD bersifat
wajib/mandatory.

Dalam penelitian ini, pemilihan fenomena yang juga dibatasi lingkup geografis
yaitu Provinsi Sumatera, berkaitan pengetahuan dan pengalaman kerja peneliti
selama 8 tahun menjadi pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
pada wilayah tersebut, menjadi penting dalam penelitian ini untuk mendapatkan
perspektif emik. Perspektif emik merujuk pada pendekatan dalam penelitian
kualitatif yang berfokus pada pandangan, pemahaman, dan pengalaman dari sudut
pandang orang-orang yang sedang diteliti, yaitu dari orang dalam budaya atau
kelompok tertentu (Creswell, 2014). Meskipun pendekatan ini sering digunakan
dalam etnografi, namun tetap relevan dalam penelitian kualitatif lain untuk
mengetahui lebih dalam makna yang diberikan oleh individu bahkan kelompok,
dalam konteks tertentu.

Penelitian ini akan berfokus pada pemda yang menggunakan SIPD dalam

pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus, di
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1.2

1.3

wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini diharapkan dapat
mengeksplorasi masalah secara spesifik sehingga dapat diketahui faktor-faktor
yang menyebabkan pemda di Sumatera Utara memilih menggunakan SIPD tahun

2024

Indentifikasi dan Pembatasan Masalah

Penggunaan sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah yang diamanatkan oleh regulasi, yaitu memenuhi prinisp tertib,
efisien, ekonomis, efektif, terbuka/transparan, bertanggung jawab, dan taat pada
ketentuan serta peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai hal tersebut
perlu diselenggarakan sistem informasi yang handal. Terdapat beberapa sistem
atau aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
diantaranya SIPD. SIPD tentu memiliki banyak keunggulan, namun tidak terlepas
dari kekurangan yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan kondisi tersebut, pemda-pemda tetap menggunakan SIPD sebagai
aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi entitas
pemda pada akhirnya tetap memilih SIPD dalam menyelenggarakan pengelolaan
keuangan pemerintah daerah. Agar memiliki manfaat yang mutakhir, penelitian
ini fokus pada tahun atau periode penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada

ahun 2024.

Tujuan, Manfaat, dan Motivasi Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian
dilakukan ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemda

di sumatera utara memilih menggunakan SIPD Tahun 2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai

berikut.
a. Kontribusi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis, yaitu sebagai sumber
referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya terkait tema sistem informasi

keuangan pemerintah daerah di Indonesia.



b. Kontribusi Praktis
Kontribusi teknis yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) sebagai bahan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk
menganalisis kekurangan dari SIPD, untuk selanjutnya melakukan

perbaiakn atau pengembangan aplikasi/sistem.;

2) sebagai bahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
menyusun strategi pemeriksaan yang secara khusus ditujukan untuk

menguji sistem pengendalian intern (SPI) dalam SIPD;

Motivasi penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
pemda di sumatera utara memilih menggunakan SIPD Tahun 2024. Studi atas
fenomena tersebut dengan pendekatan teori institusional isomofosis koersif,
sejauh penulusuran yang dilakukan, belum dilaksanakan oleh para peneliti.
Penelitian yang ada hanya berfokus pada yang teknis sistem pengelolaan

keuangan.

Padahal perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi menjadi
lebih kuat daripada sekedar pertimbangan teknis dalam memilih sebuah aplikasi
atau sistem dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian,
faktor-faktor yang menjadikan pemda tetap memilih SIPD sebagai aplikasi atau
sistem dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi penting untuk

dieksplorasi.
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